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Abstract: This business legality training activity and halal product process assistance aims to help partners
with problems related to the legality of halal processed food businesses and products. The problem with
partners is the lack of knowledge about business legality and halal product certificates. This results in the
business being run underdeveloped and limited market share, so it is necessary to provide training and
assistance regarding business legality and halal product certification. The method of implementing the
activities carried out is the method of solving partner problems in the form of identifying partners’
understanding and knowledge of business legality and halal product certification, FGDs, training on business
legality registration, accompanying applications for the halal product certification process. Concrete
solutions to resolve Partner problems are; [1] Training to increase understanding of business legality and
halal product processes, [2] assistance with the business legality registration (NIB) process and Halal
Product submission process. Having business legality and halal product certificates is proof of legal
compliance, obtains legal protection, as a means of promotion, provides protection for consumers and
business actors have the confidence to develop their business, makes it easier to penetrate market
competition and has a wider marketing reach.
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Abstrak: Kegiatan Pelatihan legalitas usaha dan pendampingan proses produk halal ini bertujuan untuk
membantu permasalahan mitra terkait legalitas usaha dan produk makanan olahan halal. Permasalahan dari
mitra adalah minimnya pengetahuan tentang legalitas usaha dan sertifikat produk halal. Hal ini
mengakibatkan usaha yang dijalankan kurang berkembang dan terbatasnya pangsa pasar sehingga perlu
diadakan pelatihan dan pendampingan mengenai legalitas usaha dan sertifikasi produk halal. Metode
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah metode pemecahan masalah mitra berupa Identifikasi
pemahaman dan pengetahuan mitra terhadap legalitas usaha dan sertifikasi produk halal, FGD, pelatihan
pendaftaran legalitas usaha, mendampingi pengajuan proses sertifikasi produk halal. Solusi konkrit untuk
menyelesaikan permasalahan Mitra adalah; [1] Pelatihan Peningkatan pemahaman legalitas Usaha dan
proses produk halal, [2] pendampingan proses pendaftaran legalitas usaha (NIB) dan pengajuan proses
Produk Halal. Dengan dimilikinya legalitas usaha dan sertifikat produk halal adalah bukti kepatuhan hukum,
mendapatkan perlindungan hukum, sebagai sarana promosi, memberikan perlindungan bagi konsumen dan
pelaku usaha mempunyai kepercayaan untuk mengembangkan usaha, mempermudah menembus
parsaingan pasar dan jangkauan pemasaran lebih luas.

Kata kunci: UMKM, Legalitas Usaha, Sertfikat Produk Halal

1. PENDAHULUAN
Dewasa ini Usaha Mikro kecil Menengah atau UMKM menjadi salah satu unsur penting
dalam perekonomian masyarakat. UMKM menurut Undangundang Nomor 20 pasal 1 tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil Menengah [3] adalah sebgai berikut;
1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan

2)

yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diaturdalam Undang- Undang ini.
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukanmerupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dari Usaha Menengah atau UsahaBesar yangmemenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini. Contoh Usaha Kecil Usaha tani sebagai pemilik tanah
perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang
pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel kayu dan rotan,
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industri alat-alat rumahtangga, industri pakaianjadi dan industri kerajinan tangan; Peternakan
ayam, itik danperikanan; Koperasi berskala kecil.

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. [3]

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya
dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi vyang
berkeadilan. Dalam menumbuhkembangkan produk-produk UMKM pemerintah memberikan
kemudahan dalam pengurusan legalitas usaha yaitu ijin (NIB) usaha dan sertikasi halal produk.
Legalitas usaha ialah suatu izin yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha. Dimana legalitas usaha
ini akan menjadi suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Sehingga kepengurusan legalitas
usaha sangatlah diperlukan oleh pelaku usaha [2].

Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di
era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku uaha tidak memiliki
legalitas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas,
sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya [4].

Legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur penting
dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usaha sehingga mampu diterima dalam
masyarakat [5]. Legalitas merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga
dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerjasama dengan berbagai pihak. Dengan adanya perizinan
ini juga akan memudahkan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk mendapatkan
berbagai haknya serta merasa aman dalam berbagai hal. Dalam hal perizinan berusaha ini diberikan
berdasarkan resiko dari usaha itu sendiri. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2021 [6]. Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana
tercantum dalam Pasal 10, kegiatan usaha dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yakni kegiatan
usaha tingkat risiko rendah, kegiatan usaha tingkat risiko menengah serta kegiatan usaha tingkat
resiko tinggi. Adapun jenis izin yang dimiliki oleh usaha berbasisi resiko pada kegiatan berusaha
dengan tingkat resiko rendah yakni NIB. Kemudian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha
dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar, sedangkan untuk izin
dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan Izin. Usaha yang dapat
diklasifikasikan kedalam suatu industri kecil dan menengah merupakan usaha yang memiliki resiko
rendah dan menengah. Maka izin berusaha haruslah dimiliki oleh pelaku usaha. Pengajuan perizinan
usaha oleh pelaku usaha dilakukan secara online yaitu menginput data pada OSS yang kemudian
akan diproses pada dinas. Perizinan usaha ini sangatlah penting bagi pelaku usaha, dimana dengan
memiliki legalitas usaha maka tidak ada yang dikhawatirkan.

Beberapa manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu: 1) UMKM akan mendapatkan
jaminan perlindungan hukum. 2) Memudahkan dalam mengembangkan usaha. 3) Membantu
memudahkan pemasaran usaha. 4) Akses pembiayaan yang lebih mudah. 5) Memperoleh
pendampingan usaha dari pemerintah [7].

Sektor makanan halal saat ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi. Dikatakan sebagai peluang baru sebab tidak hanya negara-negara dengan
mayoritas muslim akan tetapi negara minoritas muslim pun turut ambil bagian dalam perkembangan
industri halal. Oleh karenanya pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan industri
makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Dalam
menggalakkan percepatan penerapan standar halal dimana salah satu yang dibutuhkan adalah
sertifikasi halal maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib [8].
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Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk
membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar
LPPOM MUIL. [9] sedangan menurut Fatma MUI Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang
menyatakan kehalalan suatu produk pangan sesuai dengan syari’at Islam, bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum bagi yang mengkonsumsinya [9].

Keputusan Kepala badan penyelenggara jaminan Produk Halal bahwa Produk yang dihasilkan
oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal berdasarkan PP Nomor 16 39 tahun 2021
[10] tentang Ketentuan Umum Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal [10]
sebagaimana dimaksud dengan:

1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap
kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

2. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkaitdengan makanan, minuman, obat, kosmetik,
produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai,
digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

3. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

4. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk
menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan,
pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk

5. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.

6. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh
Majelis Ulama Indonesia.

Pangan menjadi tidak aman dan tidak halal untuk dikonsumsi jika tercemar bahan-bahan
vang tidak halal (haram dan/atau najis), diproses dengan cara-cara yang tidak halal. Saat ini
perkembangan teknologi pengolahan produk menyebabkan konsumen sulit membedakan mana yang
halal dan haram, sehingga perlu dipastikan bahan- bahan yang digunakan jelas ketertelusuran dan
jaminan kehalalannya. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 [11] Tentang Jaminan Produk Halal
Pasal 4 “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia Wajib bersertifikat
halal. Pasal 24 UU 33/2014 Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib
memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;, memisahkan lokasi, tempat dan alat
penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian
antara produk halal dan tidak halal; memiliki penyelia halal; dan melaporkan perubahan komposisi
Bahan. Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian
Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim [12]. Produk UMKM yang saat ini bisa diberikan s ertifikat halal
adalah produk olahan makanan dan minuman. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro
dan kecil sebagaimana didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Saat ini mekanisme untuk
mendapatkan sertifikat halal lebih mudah dan cepat. kepada BPJPH. Produk bersertifikat halal bagi
pelaku usaha UMKM mempunyai ciri tersendiri dan berbeda dengan produk lain, mempunyai
kekuatan dalam memberikan jaminan kehalalan Produk dan identitas produk berkualitas premium,
memiliki peluang dalam target konsumen di pasar nasional maupun global. Bagi konsumen produk
bersertifikat halal aman untuk dikonsumsi dan digunakan.

Desa Sumber yang memiliki kurang lebih dari 25 UMKM, produk yang dihasilkan diantaranya
adalah industri gula kelapa, keripik ketela, keripik pare, kerupuk semprong, kue nastar, kue kacang
dimana usaha UMKM ini masih belum banyak yang mendapatkan legalitas usaha dan belum
mendapatkan jaminan produk halal, ini dikarenakan pengajuan legalitas usaha dan pengajuan
sertifikasi halal produk di lakukan secra online dimana pelaku usaha banyak belum menguasai
tentang penggunaan teknologi sehingga merasakan sulitnya proses pendaftaran usaha secara
online. Selain itu pelaku usaha belum pernah mendapatkan sosialisasi, pelatihan ataupun
pendampingan tentang legalitas usaha dan produk halal.

Mengingat persaingan produk semakin ketat, masyarakat menyadari pentingnya legalitas
usaha dan sertifikasi halal produk agar dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan
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kepercayaan konsumen akan produknya. Setelah diskusi intensif dengan dosen pengusul dari

Universitas slam Balitar dengan mitra maka, maka dapat di identifikasi permasalahan mitra adalah

sebagai berikut:

1. UMKM desa Sumber masih banyak yang belum mengetahui tentang penting dan
manfaatnya legalitas wusaha dan sertifikasi halal produk; Pegurusan pendaftaran
legalitas usaha atau NIB pendaftaran dilaksanakan secara online. keterbatasan UMKM di
bidang teknologi mengakibatkan banyak UMKM yang belum mendaftarkan ata usahanya

2. Produk UMKM Desa Sumber masih banyak yang belum memiliki legalitas usaha dan Sertifikat
Halal Produk; Keterbatasan pengetahuan tentang produk halal dan proses pengurusan yang
sulit, ini mengakibatkan banyak UMKM yang kesulitan dalam proses pengurusan sertifikat halal

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka solusi dari
permsalahan mitra adalah dengan mengadakan pendampingan kepada UMKM untuk proses
pengajuan legalitas usaha, Pendampingan proses produk Halal yaitu;

1. Pelatihan Peningkatan pemahaman tentang legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk Halal;
Kegiatan ini dilakukan melalui ceramah, diskusi tentang apa itu legalitas usaha dan sertikasi
produk halal dan beberapa manfaat dan keuntungan yang didapat setelah memiliki legalitas
usaha dan sertikat halal produk. Dengan mendapatkan legalitas usaha dan sertifikat halal, usaha
dan produknya akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga pelaku usaha mempunyai
kepercayaan diri dan usaha semakin berkembang, mampu bersaing di pasar, kepercayaan
konsumen meningkat.

2. Pendampingan pendaftaran legalitas usaha dan pendampingan pengajuan proses produk
halal; Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendampingi pelaku usaha dalam proses pengajuan
legalitas usaha dan proses pengajuan produk halal. Kegiatan pendampingan ini akan dilakukan
langsung kepada pelaku usaha dengan melihat kondisi lokasi pelaku usaha

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang legalitas usaha dan beberapa
manfaat dengan memiliki legalitas usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB), Pendampingan proses
pengajuan sertifikasi halal ini bertujuan memberikan wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal
terhadap kepuasan pembeli, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pengalaman mengenai
langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal [1]. Setelah mengetahui tentang pengajuan dan manfaat
tentang legalitas usaha dan sertifikat halal produk kegiatan ini selanjutnya memberikan pelatihan
pemasaran digital.Target dari kegiatan ini adalah adalah mengubah mitra atau khalayak sasaran,
yaitu masyarakat dan UMKM Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar yang produktif
secara ekonomi (Pengusaha Mikro) menjadi pengusaha kecil menengah yang mandiri melalui
ketrampilan pengelolaan manajemen pengelolaan usaha yang diakui secara Hukum dan Aman secara

Agama.

Dengan memiliki legalitas usaha beberapa manfaat yang diperoleh yaitu; sebagai bukti
ketaatan hukum, mempermudah pengembangan usaha, mempermudah mendapatkan permodalan,

mendapatkan perlindungan hukum, sarana promosi dan mempermudah mendapatkkan proyek [13].

2. METODE
Kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilakkan di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon

Kabupaten Blitar dengan melakukan pelatihan dan pendampingan kepada mitra. Metode kegiatan

dalam pelaksanaan pengabdian ini yaitu:

1. Discussion (FGD) mengenai legalitas usaha dan produk halal usaha untuk mengetahui tingkat
efektivitas, serta kelebihan dan kekurangannya.

2. ldentifikasi pemahaman dan pengetahuan mitra terhadap legalitas usaha dan produk halal, yang
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mitra memahami hal tersebut. Hal ini juga berkaitan
dengan manfaat, tujuan, serta kegunaan legalitas usaha dan produk halal beserta semua entitas
yang terlibat di dalamnya.

3. Pelatihan pemahaman dan pentingnya legalitas usaha dan sertifikat produk halal dalam bentuk
ceramabh, diskusi dan pendampingan
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4.

Evaluasi dan monitoring kegiatan, dalam ini dilakukan untuk mengetahuai hambatan dan kendala
yang muncul pada saat pelaksanaanserta serta untuk mengetahui sejauh mana pemahaman
mitra tentang legalitas usaha, produk halal dan sejauh mana kemandirian mitra berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan dan pendampingan legalitas usaha dan proses produk halal ini

dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan hasil kegiatan yaitu:

Pelatihan dengan cara memberikan pemahaman dan pentingnya legalitas usaha dan sertifikat
produk halal dalam bentuk ceramah, diskusi, Hal ini juga berkaitan dengan manfaat, legalitas
usaha dan produk halal beserta semua entitas yang terlibat didalamnya.

Manfaat legalitas usaha adalah sebagai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti
kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan proyek, dan mempermudah
pengembangan usaha [14], Dengan memiliki legalitas usaha akan memudahkan untuk
mengakses hal-hal administratif, sedangkan manfaat didapatnya sertifikati produk halal [15]
yaitu;

1.

1.

Menjamin Keamanan Produk yang dikonsumsi

tentunya ini meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat akan produk tersebut.
Sistem jaminan halal mempersyaratkan bahwa proses produksi harus menerapkan cara
produksi yang halal dan thayyib, artinya benar dan baik sejak dari penyediaan bahan baku
sampai siap dikonsumsi oleh konsumen. Untuk memastikan itu, maka bahan baku harus
aman dari cemaran biologis, kimiawi, fisikawi, dan bahan haram [16].

Memiliki Unique Selling Point (USP)

Unique Selling Point atau Unique Selling Proposition merupakan salah satu konsep
pemasaran yang membedakan satu produk dengan produk lainnya melalui sertifikasi halal
suatu produk memiliki USP yang tinggi. Dengan kata lain, produk bersertifikat halal memiliki
keuntungan kompetitif sehingga membuat produk menjadi lebih bernilai di mata konsumen.

Memberi Keunggulan Komparatif

Meskipun istilah halal sekarang ini tidak lagi menjadi isu agama semata dan sudah
berkembang menjadi bahasa perdagangan global, namun nilai-nilai halal sesungguhnya
melingkupi makna yang suci, bersih, murni, etika kerja, tanggung jawab, dan kejujuran.
Produk halal bahkan telah memunculkan nilai memenuhi aspek hukum syariah, aman,
bergizi, sehat, perikemanusiaan, pantas, dan ramah lingkungan.

Memberikan Perlindungan Terhadap Produk Dalam Negeri dari Persaingan Global

Memasuki era pasar bebas, Indonesia dipastikan menjadi pasar yang paling menjanjikan.
Jumlah penduduk dan wilayah geografis yang membentang dari Sabang sampai Merauke
sudah pasti akan memerlukan berbagai kebutuhan konsumsi. Pasar ini menjadi kekuatan luar
biasa jika dapat dipenuhi oleh produk-produk lokal. Namun, jika produk lokal tidak mampu
memberikan jaminan kualitas maka produk luar negeri yang sejenis akan segera mengambil
alih pasar tersebut. Salah satu contoh adalah produk daging ayam. Kewajiban sertifikasi halal
produk asal hewan untuk masuk Indonesia sedikit banyak dapat meredam banjirnya daging
impor [17]. Kasus impor paha ayam dari Amerika yang tidak dapat masuk ke Indonesia
karena tidak disertai jaminan kehalalan sempat menjadi alat pelindung bagi peternak ayam
lokal. Dengan selisih harga yang sangat jauh, maka impor paha ayam tersebut dapat
mematikan ribuan usaha peternakayam lokal.

Menghadirkan Sistem Dokumentasi dan Administrasi Perusahaan yang Lebih Baik

Usaha yang bermula dari usaha sampingan rumah tangga seringkali menerapkan pola
pengelolaan rumah tangga yang tidak tercatat rapi. Dengan kondisi ini seringkali tidak ada
pengarsipan dan ketertelusuran dokumen jika diperlukan. Penerapan sistem jaminan halal
mempersyaratkan adanya penerapan sistem dokumentasi sehingga pelaku usaha dapat
terbantu meningkatkan pengelolaan usaha dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen
yang moderen [16].
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6. Menjadi Tiket Untuk Mendapat Akses Pasar Global
Produk yang memiliki sertifikasi halal akan memiliki kesempatan untuk memasarkan
produknya di Negara muslim lainnya selain Indonesia. Selain bersaing dengan produk dalam
negeri, produk-produk halal Indonesia juga dapat bersaing dengan produk luar negeri karena
tidak semua produk luar negeri sudah memiliki logo halal.

2. Pendampingan Pengajuan Legalitas Usaha dan Pengajuan Proses ProdukHalal
dalam kegiatan kegiatan pendampingan ini memberikan pemahaman tentang alur proses
pengajuan legalitas usaha dan proses pengajuan produk halal.

Pe[\dampingap ?roduk |
" -gHalal dan NIB di Des?&

Gambar 2. Pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi produk halal

Gambar 3. Flowchart Pengajuan Legalitas Usaha (NIB)
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Gambar 4. Proses Pengajuan Sertifikasi halal Produk

4. KESIMPULAN

Pemberlakuan sertifikasi halal memberikan implikasi yang besar terhadap bisnis produk halal
di Indonesia. Bisnis halal secara khusus di Indonesia menjadi obyek yang sangat menarik karena
Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Keadaan inilah yang
menjadikan Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam industri pengembangan produk
halal di dunia. Karena jumlah penduduk Muslim terbesar dunia, maka pasar utama Indonesia adalah
negeri sendiri [15] hal inilah yang mendorong pemerintah memberikan keringanan dalam
mendapatkan ijin usaha dan sertifikasi halal produk

Legalitas usaha adalah sebagai bukti kepatuhan terhadap hukum, untuk mendapatkan
perlindungan hukum, sarana promosi, mempermudah mendapatkan proyek, dan mempermudah
pengembangan usaha [14], dengan memiliki legalitas usaha akan memudahkan untuk mengakses
hal-hal administratif. Dengan memiliki NIB ini data UMKM telah tercatat secara administratif
sehingga pemerintah dapat dengan mudah memberikan program-program yang membantu UMKM
dengan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dengan dimilikinya sertfikat halal produk
ini. sedangkan setifikasi halal adalah salah satu bentuk perlindungan dan jaminan pelaku usaha
terhadap konsumen tentang kehalalan produk makanan yaitu menjaga dan menjamin kehalalan
produk makanan dengan menggunakan bahan-bahan halal; menjaga kehalalan produk dari awal
penggunaan bahan baku, pengolahan, pendistribusian hingga penyajian produk. UMKM vyang telah
memiliki legalitas usaha dan sertifikat produk halal akan mempunyai kepercayaan untuk
mengembangkan usaha, mempermudah menembus parsaingan pasar dan jangkauan pemasaran
lebih luas.
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